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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Bank sebagai suatu lembaga keuangan memiliki fungsi
menghimpun dana. Dana yang terhimpun kemudian disalurkan
kembali kepada masyarakat. Kegiatan bank mengumpulkan dana
disebut dengan kegiatan funding (penghimpunan dana). Sementara
itu, kegiatan menyalurkan dana masyarakat oleh bank disebut
financing (pembiayaan) atau lending (peminjaman). Dalam
menjalankan kedua aktivitas tersebut, bank harus menjalankannya
dengan penuh amanah karena menyangkut kepercayaan masyarakat
yang memercayakan dananya kepada bank. Untuk memahami
bagaimana seharusnya bank menjalankan aktivitas funding dan
financing, beberapa hal vyang terkait dengan persoalan
penghimpunan dana oleh bank perlu dikaji.*

System perbankan di Indonesia diatur dalam UU No. 7

Tahun 1992 (diubah dengan UU No. 10 Tahun 1998) tentang

! Gita Danupranata, Buku Ajaran Manajemen Perbankan Syariah,
(Jakarta: Salemba Empat), 2013,hIm.87

1



perbankan bahwa perbankan di Indonesia terdiri dari 2 jenis, yaitu
bank umum dan bank perkreditan rakyat. Kedua jenis bank tersebut
melaksanakan kegiatan konvensional atau syariah. Hal ini berarti
bahwa Indonesia menganut system perbankan ganda (dual banking
sistem), yaitu ketika bank konvensional dan bank syariah beroperasi
berdampingan. Semenjak itu, bank syariah mulai (Full Fledged
Islamic Bank), unit usaha syariah (bank konvensional yang
membuka cabang syariah), dan office channeling (gerai syariah di
kantor bank konvensional).?

Bank memiliki fungsi menghimpunkan dana dari masyarakat
dalam bentuk titipan. Banyaknya perbankan bukan tanpa
kecemasan. Banyak yang beranggapan bahwa dalam prakteknya,
banyak bank-bank menjalankan transaksi yang bertentangan dengan
prinsip-prinsip bank syariah. Banyak pihak yang meragukan bahwa
bank-bank yang saat ini telah benar-benar melaksanakan
kegiatannya berdasarkan prinsip-prinsip syariah secara murni. Salah
satu yang masih hangat diperbincangkan adalah mengenai

gencarnya bank dalam menarik nasabah. Untuk menarik nasabah,

2 Ascarya, Akad Dan Produk Bank Syariah, (Jakarta: Rajawali Pers,
2011),h. 1
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banyak bank yang melakukan promosi hadiah langsung maupun
undian berhadiah. Pada saat ini perbankan lebih memilih promosi
berupa undian berhadiah. Program undian berhadiah ini dalam
menarik nasabah masih menjadi pilihan utama perbankan dalam
strategi promosi.

Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya
penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan menurut
syarat-syarat tertentu yang telah disepakati, yang tidak dapat
dilakukan penarikan dengan menggunakan cek ,bilyet, giro, dan
/atau lainnya yang dipersamakan dengan itu. Hadiah adalah
pemberian yang bersifat tidak mengikat dan bertujuan agar nasabah
loyal kepada LKS.?

Pada bank, upaya meningkatkan dana dari para nasabah
penabung biasa disebut dengan penghimpunan. Dalam
penghimpunan dana dari masyarakat, salah satu produk yang
ditawarkan oleh bank adalah produk tabungan. Produk ini adalah
salah satu fasilitas bagi masyarakat untuk menyimpan dananya pada

bank. Salah satu sumber dana terbesar yang paling diandalkan oleh

® Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan
Syariah,(Erlangga, 2014), him.476-477
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bank adalah Dana Pihak Ketiga (DPK), dan ini diperoleh dari
kegiatan penghimpunan dana pihak ketiga. Dengan demikian, untuk
menggunakan persepsi masyarakat pada produk penghimpunan
dana, maka bank menggukan value preposition ialah keunggulan
lebih yang ditawarkan dalam suatu produk, serta menjaga hubungan
baik dengan nasabah (customer relationship). Pada produk
penghimpunan dana di bank strategi ini sudah sering diterapkan, hal
ini disebabkan karena promosi dalam bentuk pemberian hadiah
memberikan pengaruh cukup besar dalam meningkatkan jumlah
simpanan dari dana pihak ketiga.*

Wadiah merupakan prinsip simpanan murni dan pihak yang
menyimpan dan menitipkan kepada pihak yang menerima titipan
untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan
ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang
menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada

saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya.”

* Nurul Huda, Current Issues Lembaga Keuangan Syariah, (Jakarta:
Kencana, 2009), h. 130

® Ismail, Perbankan Syariah, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group,
2011), h. 59
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Praktek pengelolaan tabungan wadiah di BPR Serang
Cabang Carenang, dalam produk tabungan tamasa menggunakan
akad wadiah. Tabngan tamasa di BPR Serang Cabang Carenang
diaplikasikan sebagai simpanan modal kerja akan tetapi dalam
bentuk titipan saja yang berprinsip pada wadiah yad dha-dhamanah.
Dalam pelaksanaan pengelolaannya semua aktifitasnya dalam
produk tabungan tamasa dipisahkan dari produk-produk lainnya dan
laporan keuangan, karena tabungan tamasa disini merupakan
simpanan yang hanya berbentuk titipan saja tidak ada tanpa adanya
apapun yang tidak adanya bagi hasil dan juga tidak ada dalam
pemberian bonusnya akan tetapi hanya bunga sebesar 3% dalam
akhir bulannya.

Bank konvensional akad yang digunakan dalam giro yaitu
simpanan dengan bunga, sedangkan bank syariah akad yang
digunakan vyaitu wadiah dengan akad mudharabah karena itu,
kontruksi bunga dengan hadiahterlihat sama sekalipun dengan
perbedaan istilah, sehingga penelitian melihat bahwa perlu
pendeskripsian yang mendalam terhadap pemberian hadiah. Agar
masyarakat lebih jelas dan benar-benar mengetahui bagaimana

pemberian hadiah dalam akad wadiah sehingga, demikian peneliti
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akan mengkaji masalah diatas dalam skripsi dengan judul. “Analisis

Akad wadiah Pada Produk TAMASA di BPR Cabang Carenang

Kabupaten Serang Menurut Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-

MUI/XI1/2012”

. Fokus Penelitian

Penelitian ini mengenai “Analisis Akad wadiah Pada Produk

TAMASA di BPR Cabang Carenang Kabupaten Serang Menurut

Fatwa DSN-MUI No: 86/DSN-MUI/X11/2012”

. Perumusan Masalah

Dari gambaran latar belakang di atas penulis rumuskan
sebagai berikut:

1. Bagaimana Proses Tabungan Wadiah Pada Produk TAMASA di
BPR Cabang Carenang?

2. Apakah Pelaksanaannya Sudah Sesuai Dengan Fatwa DSN No.
86/DSN-MUI/XI1/2012 Tentang Hadiah Dalam Penghimpunan
Dana Lembaga Keuangan Syariah?

. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penyusunan

skripsi ini adalah sebagai berikut:



1. Untuk Mengetahui Proses Akad Wadiah Pada Produk TAMASA
di BPR Cabang Carenang
2. Untuk Mengetahui Apakah Pelaksanaannya Sudah Sesuai
Dengan Fatwa No. 86/DSN-MUI/XII1/2012 Tentang Hadiah
Dalam Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah?
E. Penelitian Terdahulu yang Relavan
Dari penelitian ini, penulis menemukan beberapa sumber
kajian lain yang telah lebih dahulu, di antara penelitian yang sudah

pernah dilakukan adalah sebagai berikut:

Nama : Aji Purnomo

Nim : 11380036

Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah dan hukum

Menyatakan bahwa skripsi yang judul “Konsep Hadiah
Dalam Akad Wadiah Di Bank Syariah (Perspektif fatwa DSN-
MUI No.86/DSN-MUI/X11/2012). Konsep pemberian hadiah dalam
akad wadiah di bank syariah jika diteliti menurut ketentuan fatwa
DSN-MUI NO. 86/DSN-MUI/X11/2012, menjadi penting sebagai
alat analisis dalam hal LKS boleh memberikan bonus atas simpanan

nasabah, dengan syarat: tidak diperjanjikan, tidak menjurus kepada
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praktik riba terselubung. Namun demikian, dalam implementasinya
pada praktik memberikan bonus perbankan syariah, dalam
pemberian syarat pemberian hadiah, praktik bonus, mekanisme
pemberian kupon, belum sepenuhnya mengimplementasi pada fatwa
DSN-MUI terkait pemberian bonus pada produk penghimpunan
dana oleh bank syariah. Namun disini Peneliti membahas produk
TAMASA dengan akad wadiah.

Dalam Tugas Akhir (TA) Sely Safrina (2015) yang berjudul
“Analisis Perhitungan Bagi Hasil pada Produk Simpanan
TAMASYA (Sitama) dengan Akad Mud}arabah di KIKS BTM
Bojong Kabupaten Pekalongan™ berisi tentang penerapan akad
mud}arabah , KIKS BTM Bojong menggunkan akad mud}arabah
mutlagah pada produk SITAMA. Dilihat dari beberapa aspek
seperti pelaku mud}arabah , objek mud}arabah (modal dan kerja)
dan persetujuan kedua belah pihak dalam penerapannya sudah sesuai
dengan prinsip mudarabah . Akan tetapi ada aspek yang belum
sesuai dengan prinsip mudarabah yaitu dalam penentuan nisbah
keuntungan.  Nisbah keuntungan ditetapkan menggunakan
presentase bagi hasil sebesar 0,4% dari saldo pengendapan dana

simpanan nasabah pada rekening. Persamaan dengan penelitian ini
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adalah sama-sama membahas tentang Produk simpanan
TAMASYA. Sedangkan perbedaannya, dari skripsi diatas
membahas tentang bagi hasil dengan akad mudarabah , namun disini
peneliti membahas produk TAMASA dengan akad wadiah.

. Kerangka Pemikiran

Wadiah dalam konteks perbankan berarti akad penitipan
uang dari pihak yang mempunyai uang (nasabah) kepada bank
sebagai pihak yang diberi kepercayaan dengan tujuan untuk menjaga
keselamatan, keamanan serta keutuhan uang itu. Menurut PBI,
wadiah adalah penitipan dana atau barang dari pemilik dana atau
barang pada penyimpan dana atau barang dengan keajiban pihak
yang menerima titipan untuk mengembalikan dana atau barang
titipan sewaktu-waktu.

Wadiah yang diimplementasikan di perbankan adalah wadiah
yad adh-dhamanah, dimana pihak bank dapat mengambil manfaat
dan memberdayakan titipan tersebut, sehingga semua keuntungan
yang dihasilkan dari dana titipan akan menjadi milik bank. Apabila
bank mengalami kerugian dalam investasinya, maka kerugian itu
pun ditanggung sepenuhnya oleh bank. Sebagai imbalan bagi si

penitip, nasabah akan mendapatkan jaminan keamanan terhadap
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titipannya. Namun demikian, pihak bank (wadi’) yang telah
menggunakan barang titipan tesebut, tidak dilarang untuk
memberikan semacam insentif berupa bonus dengan catatan tidak
disyaratkan dalam akad dan jumlahnya tidak ditetapkan dalam
nominal persentase secara advance.®

Dalam islam wadiah dapat dibedakan menjadi dua macam,
yaitu:
1. Wadiah yad amanah (trustee depository), jenis ini mempunyai

karakteristik sebagai berikut:

a. Harta atau benda yang dititipkan tidak boleh dimanfaatkan
dan digunakan oleh penerima titipan;

b. Penerima titipan (bank) hanya berfungsi sebagai penerima
amanah yang bertugas dan berkewajiban untuk menjaga
barang yang dititipkan tanpa mengambil manfaatnya;

c. Sebagai kompensasi, penerima titipan diperkenankan untuk
membebankan biaya (fee) kepada yang menitipkan.

2. Wadiah yad dhamanah (guarantee depository), jenis ini

memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

® Yadi Janwari, Fikih Lembaga Keuangan Syariah, (Bandung: PT
Remaja Rosdakarya, 2015), h. 8

10



a. Harta atau benda yang dititipkan diperbolehkan untuk
dimanfaatkan oleh penyimpan;

b. Apabila ada hasil dari pemanfaatan benda titipan, maka hasil
tersebut menjadi hak dari penyimpan. Tidak ada
berkewajiban dari penyimpan untuk memberikan hasil
tersebut kepada penitip sebagai pemilik benda.

Namun perlu ditekankan di sini bahwa bank tidak memperjanjikan
hasil dari benda titipan yang dimanfaatkan tersebut kepada nasabah.
Pemberian hasil hanya sebagai bonus dari kebijakan bank dan tidak

ditentukan atau disebut dalam akad.’

(oazebodll), . Glal I cia¥l 5% ¢ R

“Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat
kepada yang berhak menerimanya ....."( O.S. An-nisa:58)®

Ayat ini secara tegas memerintahkan untuk menunaikan
setiap amanat termasuk di dalamnya menjaga titipan orang lain

(wadiah).

" Gemala Dewi, Aspek-Aspek Hukum Dalam Perbankan Dan

Perangsuransian Syariah Di Indonesia, (Jakarta: Kencana, 2004), h. 82-83
8 Syaamil, Al-Qur’an Terjemah Departemen Agama Republik Indonesia,
(Jakarta, Gema Insani Press, 1999),h.87
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Bonus berbeda dengan bunga, baik dengan prinsip maupun
sumber pengambilan. Dalam praktiknya, nilai nominalnya mungkin
akan lebih kecil, sama atau lebih besar dari nilai suku bunga. Dalam
dunia perbankan, insentif seperti ini dapat dijadikan semacam
perangsang bagi masyarakat agar bersemangat dalam menabung.
Sekalipun sebagai indikator kesehatan bank terkait. Hal ini karena
semakin besar nilai keuntungan yang diberikan kepada penabung
dalam bentuk bonus, semakin efesien pula pemanfaatan dana
tersebut dalam investasi yang produktif dan menguntungkan. Bank
dapat memberikan bonus atau sejenisnya pada nasabah sebagai
tanda terima kasih atas penggunaan dana tersebut oleh bank, selama
pemberian bonus tersebut tidak dituangkan dalam perjanjian, tidak
disyaratkan atau tidak diinformasikan, baik secara lisan maupun
tulisan.’

Hadiah menurut fatwa nomor 86/DSN-MUI/XI1/2012
tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan
Syariah adalah suatu pemberian yang sifatnya tidak mengikat dan

bertujuan agar nasabah loyal kepada LKS. Ketentuan hukumnya pun

% Sarip Muslim, Akuntasnsi Keuangan Syariah,(Bandung: CV Pustaka
Setia,2015),h.326-327
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tidak mengharamkan, melainkan membolehkan LKS untuk

menawarkan/memberikan hadiah sebagai upaya promosi produk

dengan tetap mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada fatwa.

Adapun ketentuan fatwa DSN nomor 86/DSN-MUI/X11/2012
tentang hadiah dalam penghimpunan dana lembaga keuangan
syariah

Pertama: Ketentun Umum

Dalam fatwa ini yang dimaksud dengan:

1. Penghimpunan dana dalam kegiatan penghimpunan dana
masyarakat yang dilakukan  oleh Lembaga Keuangan Syariah
yang dapat berupa tabungan, deposito dan giro;

2. Tabungan adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya
penyimpanan kekayaan yang penarikannya dapat dilakukan
menurut syarat-syarat tertentu yang telah disepkati, yang tidak
dapat dilakukan penarikan dengan menggunakan cek, bilyet giro,
dan/atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu;

3. Deposito adalah simpanan dana berjangka yang penarikannya
hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan

perjanjian antara nasabah penyimpan dengan bank;
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4. Giro adalah simpanan dana masyarakat yang tujuannya
memudahkan transaksi bisnis yang penarikannya dapat
dilakukan setiap saat dengan menggunakan cek, bilyet giro,
dan/atau alat lainnya yang dipersamakan itu;

5. Wadi’ah (titipan) adalah akad titipan sesuatu yang diberikan oleh
satu pihak kepada pihak lain untuk dijaga dan dikembalikan
ketikan diminta kembali;

6. Mudharabah adalah akad kerjasama suatu usaha antara dua pihak
dimana pihak pertama (shahib al-mal) menyediakan seluruh
modal usaha, sedangkan pihak mudharib bertindak selaku
pengelola, dan keuntungan usaha dibagi diantara mereka sesuai
nisbah yang disepakati yang dituangkan dalam kontrak;

7. Hadiah (hadiyah) adalah pemberian yang bersifat tidak mengikat
dan bertujuan agar nasabah loyal kepada KLS;"

8. Janji (wa’d) adalah pernyataan dari satu pihak kepada pihak lain
yang berupa kesanggupan untuk elakukan atau idak melakukan

perbuatan tertentu dimasa yang akan datang;

1 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan
Syariah,(Erlangga, 2014), him.476-477
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10.

11.

12.

13.

Perjanjian (akad/transaksi/kontrak) adalah pertalian antara
ijab/penawaran dengan gobul/penerimaan menurut cara-cara
yang disyariahkan yang berpengaruh terhadap objeknya;

Qur’ah (undian) adalah cara menetukan pihak yang berhak
menerima hadiah melalui media tertentu dimana penentuan
“pemenangnya” diyakini tanpa unsur keberpihakan dan di luar
jangkauan;™*

Maysir (judi) adalah setiap akad yang dilakukan dengan tujuan
yang tidak jelas, dan perhitungan yang tidak cermat, spekulasi,
atau untung-untungan;

Gharar adalah ketidakpastian dalam suatu akad, baik mengenai
kualitas atau kuantitas objek akad maupun mengenai
penyerahannya;

Riba adalah tambahan yang diberikan dalam pertukara barang-
barang ribawi (alamwal al-ribawiyah) dan tambahan yang
diberikan atas pokok utang dengan imabalan penangguhan

pembayaran secara mutlak;

1 Upewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan

Syariah,(Erlangga, 2014), him.476-477
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14. Akl al-mal bi al-bathil adalah pengambilan harta pihak lain
secara tidak syah menurut syariah islam;

15. Risywah (suap/sogok) adalah pemberian yang diberikan oleh
sesorang /ppihak kepada orang/pihak lain (pejabat) dengan
maksud meluluskan suatu perbuatan yang bathil (tidak benar
menurut syariah) atau membatilkan perbuatan yang hak. Suap/
uang pelicin/ money politic dan lain sebagainya dapat
dikategorikan sebagai risywah apabila tujuannya untuk
melulskan suatu yang batil atau membatilkan perbuatan yang
hak;

Kedua: Ketentuan Hukum

Lembaga Keuangan Syariah boleh menawarkan dan/atau
memberikan hadiah dalam rangka promosi produk
penghimpunan dana dengan mengikuti ketentuan-ketentuan
yang terdapat dalam fatwa ini.
Ketiga: Ketentuan Khusus terkait Pihak yang Berjanji (wa’id)
1. Hadiah promosi yang diberikan Lembaga Keuangan
Syariah (LKS) kepada nasabah harus dalam bentuk

barang dan/atau jasa, tidak boleh dalam bentuk uang;
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2. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus berupa
benda yang wujud, baik wujud hagigiy maupun wujud
hukmiy;*?

3. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS hars berupa
benda yang mubah/halal;

4. Hadiah promosi yang diberikan oleh LKS harus milik
LKS yang bersangkuutan, bukan milik nasabah;

5. Dalam hal akad penyimpanan dana adalah akad
wadiah, maka hadiah promosi diberikan oleh LKS
sebelum terjadinya akad wadiah;

6. LKS berhak menetapkan syarat-syarat kepada
penerima hadiah selama syaratsyarat selama praktek
tersebut menjurus kepada praktik riba;

7. Dalam hal penerima hadiah ingkar terhadap syarat-
syarat yang telah ditentukan oleh LKS, penerima
hadiah harus mengembalikan hadiah yang telah

diterimanya,;

12 Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan
Syariah,(Erlangga, 2014), him.476-477
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8.

Kebijakan pemberian hadiah promosi dan hadiah atas
Dana Pihak Ketiga oleh LKS harus diatur dalam
peraturan internal LKS setelah memperhatikan
pertimbangan Dewan Pengawas Syariah;

Pihak otoritas harus melakukan pengawasan terhadap
kebijakan Lembaga Keuangan Syariah terkait
pemberian hadiah promosi dan hadiah atas Dana Pihak

Ketiga kepada nasabah, berikut operasionalnya.

Keempat: Ketentuan terkait Cara Penentuan Penerima Hadiah

1.

Hadiah promosi tidak boleh diberikan oleh LKS dalam

hal:

a. Bersifat memberikan keuntungan secara pribadi
pejabat dari perusahaana/institusi yang penyimpan
dana,

b. Berpotensi praktek risywah (suap) dan/atau

c. Menjurus kepada riba terselubung;

Pemberian hadiah promosi oleh LKS harus terhindar

dari gimar (maysir), gharar, riba dan al-mal bi al-bathil;
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3. Pemberian hadiah promosi oleh LKS boleh dilakukan
secara langsung, dan boleh pula dilakukan melalui
pengundian (qur’ah),13

G. Metode Penelitian
Metode yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah
metode penelitian kualitatif, yaitu yang melakukan penelitian yang
menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis dari orang
atau prilaku yang dapat diamati, dalam upaya mengumpulkan data
ini yang penulis lakukan adalah sebagai berikut:
1. Jenis Penelitian
Mengumpulkan data dari berbagai teori dan literature
yang berhubungan dengan judul penelitian. Hal ini dilakukan
dengan cara menelaah buku-buku yang ada referensinya dengan
masalah yang sedang diteliti bahan-bahan yang diperoleh dari
buku tersebut dijadikan landasan dan bahan perbandingan
terhadap kenyataan yang berlaku di bank dan masyarakat.

2. Penentuan Lokasi Penelitian

¥ Dewan Syariah Nasional MUI, Himpunan Fatwa Keuangan
Syariah,(Erlangga, 2014), him.476-477
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Dalam menentukan lokasi penulis melakukan penelitian
dilapangan yang berkaitan dengan pembahasan skripsi ini yaitu
dilingkungan yang masih tercakup.

3. Teknik Pengumpulan Data
a. Wawancara
Salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara Tanya jawab langsung. Teknik ini digunakan
untuk mendapatkan data tentang sejauh mana kegiatan yang
dilakukan oleh BPR. Penulis mengadakan wawancara dengan
direktur utama BPR yang berada di Carenang mengenai
faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan
tugasnya.
b. Observasi
Yaitu study sistematis tentang fenomena sosial dan gejala
alam dengan jalan pengamat. Cara ini dimaksudkan untuk
menggali data realistis praktis yang berlangsung dilokasi
penelitian, karena cara ini di arahkan untuk mengetahui
sekaligus mendapatkan gambaran yang lebih konkrit dilokasi
penelitian. Adapun yang menjadi objek observasi adalah

realitas Analisis Pelaksanaan Akad Wadiah Pada Produk
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TAMASA  Perspektif Fatwa DSN-MUI No0.86/DSN-
MUI/XI11/2012.

Pengelolaan Data

Dalam pengelolaan data ini penulis menggunakan metode:

Deduktif, yaitu membahas kaidah-kaidah (teori) yang
bersifat umum kemudian penulis mengambil suatu pengertian
untuk diterapkan kepada hal-hal yang bersifat umum.

Induktif, membahas kaidah (teori) yang bersifat khusus
kemudian penulis mengambil suatu pengertian untuk
diterapkan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

. Teknik penulisan skripsi menggunakan pedoman:

Dalam penelitian ini, penulis pada awalnya mencari data
yang relevan dengan judul penelitian ini, seperti brosur tentang
undian berhadiah di BPR. Selanjutnya penulis mencari
gagasan hukum yang memiliki relevansi dengan hadiah,
seperti dokumen fatwa dari DSN-MUI Nomor 86 tahun 2012
tentang hadiah dalam penghimpunan dana Lembaga Keuangan
Syariah, dan data-data lainnya yang dapat memberikan
keterangan tentang pelaksanaan program hadiah, sehingga

ditemukan kedudukan hukum Islam dari program hadiah,
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utamanya di lingkup lembaga keuangan syariah. Dalam hal ini,
program hadiah di BPR Cabang Carenang.
H. Sistematika Pembahasan

Secara sistematika, penysun skripsi ini dibagi menjadi lima
BAB dengan sub-sub bagian perincinya sebagai berikut:

Bab | Pendahuluan Meliputi: Latar Belakang Masalah, Fokus
Penelitian, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Penelitian
Terdahulu yang Relevan, Kerangka Penelitian, Metode Penelitian,
dan Sistematika Pembahasan.

Bab Il tinjauan umum BPR Cabang Carenang yang membahas
tentang sejarah singkat BPR Cabang Carenang, visi dan misi BPR
Cabang Carenang , produk-produk dan pelaksanaan program hadiah
di BPR Cabang Carenang, struktur organisasi BPR Cabang
Carenang.

Bab Il berisi gambaran tentang akad wadiah seperti:
pengertian wadiah, macam-macam wadiah, rukun dan syarat
wadiah, ketentuan dan persyaratan tabungan wadiah, dasar hukum
tabungan wadiah, hukum menerima benda titipan.

Bab 1V hasil penelitian yang membahas tentang: Bagaimana

Proses Akad Wadiah Pada Produk TAMASA di BPR Cabang
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Carenang, Apakah Pelaksanaannya Sudah Sesuai Dengan Fatwa
DSN No. 86/DSN-MUI/XII/2012 Tentang Hadiah Dalam
Penghimpunan Dana Lembaga Keuangan Syariah?

Bab V penutup yang terdiri atas kesimpulan, dan saran.
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